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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi yang mencabut peran koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional,
perlu penyesuaian Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

a.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentangPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentangPenetapan Kelas Jabatan di Lingkungan InstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1636);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau PejabatLain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 161);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentangPenyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam JabatanFungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 525);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentangSistem Kerja pada Instansi Pemerintah untukPenyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 181);

3.

5.

7.

8.

9.



12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 45) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 16, 17 dan 32 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraa

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatendalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan padabeban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam rangka
meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatursesuai kemampuan keuangan daerah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASNadalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



7,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga NegaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkatPPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yangdinilai melampaui beban kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada
Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilankhusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada
Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnyadiberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan padakeahlian dan keterampilan tertentu.
Dihapus.
Dihapus.
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional
maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagaidasar pemberian tambahan penghasilan.
Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai ASN
pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan teknis yang harus
dikerjakan seseorang dalam pekerjaanya.Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja yangtelah diatur dengan Peraturan Bupati ataupun petunjuk teknis lainnya.Pengurangan TPP adalah tindakan pemotongan pembayaran TPP terhadapPegawai ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria disiplin dan kriteria
penilaian kinerja yang sudah ditetapkan.
Pulang sebelum waktu selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai ASNyang pulang sebelum jam kerja yang telah ditetapkan berakhir.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai denganketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabatlain yang ditentukan.

8.

9.
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(3)

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu.
Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai
ASN pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik
atau manual.
Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
Mesin Presensi selanjutnya disebut fingerprint adalah perangkat keras
yang digunakan untuk melakukan autentifikasi dan merekam data
biometrik dan waktu kehadiran Pegawai sebagai bukti kehadiran Pegawai.
Dihapus.

Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Apabila belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya
kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat
dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas hari) kalender
dalam 1 (satu) bulan.
Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), yaitu:
a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap

sebagai Plt., menerima TPP ASN pada jabatan definitifnya, ditambah
20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pit.
pada jabatan yang dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP
ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN
yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang
dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap
sebagai Plt., hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang
tertinggi; dan

d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit.
dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Dihapus;
Dihapus;

(1

(2)

(4)
(5)



(6) Penyelesaian atas tunggakan TPP pegawai ASN akibat tidak tersedianya
anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan atau tahun anggaran
berkenaan, menjadi utang Pemerintah Daerah dan dapat dibayarkan
pada Tahun Anggaran berkenaan dan atau Tahun Anggaran berikutnyasesuai ketersediaan anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN

rorond

TRI JON}, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005


